GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/406/VI.02/HK/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Membaca

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

Surat Bupati Tanggamus Nomor: 050/11336/42.5/2022
tanggal 05 Juli 2022 Perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah  Kabupaten  Tanggamus tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan  Bupati Tanggamus tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluasi,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Permendagri Nomor 12 tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 397)



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus
segera  melakukan  penyempurnaan  hasil  evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan
Daerah setelah memperoleh nomor register Peraturan Daerah
dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan
Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tanggamus
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD
Kabupaten Tanggamus, dan Bupati Tanggamus menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan
Bupati Tanggamus, Gubernur mengusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bupati Tanggamus segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten  Tanggamus  tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tanggamus
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ® juLi 2022
GUBERNUR LAMPUNG,
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ARINAL DJUNAIDI

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



